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ABSTRAK

- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat,
perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional,
mengamanatkan penyelenggaraan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum pemerintah
daerah;

dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33); Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

CATATAN

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 27 Mei 2022 dan ditetapkan tanggal 27 Mei
2022




